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Bab III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa ditinjau dari ketentuan Pasal 25 dapat dikatakan tidak efektif dalam 

mengatasi penyalahgunaan posisi dominan. Beberapa alasan yang 

menyebabkan tidak efektifnya ketentuan Pasal 25 terdiri dari: 

1. Ruang lingkup pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat hanya terbatas pada wilayah Indonesia 

2. Pengertian posisi dominan menimbulkan problematika hukum dengan 

terdapatnya dua pengertian yaitu secara kualitatif (Pasal 1 angka 4) dan 

kuantitatif (Pasal 25) 

3. Pengertian syarat-syarat perdagangan tidak diklasifikasikan secara khusus 

mengenai syarat-syarat perdagangan yang dilarang sehingga menimbulkan 

interpretasi yang luas 

4. Penggunaan pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason memiliki 

kelemahan ketika merumuskan salah satu pendekatan digunakan secara 

berlebihan. 
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B. Saran  

Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada pengaturan 

penyalahgunaan posisi dominan Pasal 25 perlu untuk direvisi kembali. 

Pengaturan penyalahgunaan posisi dominan yang perlu dikaji kembali 

berkaitan dengan terdapat dua pengertian posisi dominan yaitu secara 

kualitatif dan kuantitatif. Pengertian pelaku usaha, pelaku usaha lain, pasar 

bersangkutan yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada wilayah Indonesia 

sehingga perlu untuk dikaji kembali untuk memperluas ruang lingkup dari 

penerapan hukum persaingan usaha 

2. Pengertian syarat-syarat perdagangan yang sangat luas perlu untuk dikaji 

kembali agar lebih efektif dalam menentukan syarat-syarat perdagangan 

yang dilarang  

3. Berkaitan dengan merumuskan salah satu dari pendekatan Per Se Illegal 

atau Rule of Reason yang berlebihan akan menimbulkan tidak efektifnya 

suatu merumuskan pendekatan, sehingga perlu untuk dikaji kembali.  
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